BAB 11
PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor yuridis pengaturan pelayanan nasabah terkait prinsip transparansi
oleh bank dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit berdasarkan POJK Stimulus
Dampak COVID-19 adalah bank dalam kasus pada latar belakang masalah tidak
melakukan prinsip transparansi dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang
mengatur tentang prinsip transparansi. Terkhusus pada kasus yang telah
dipaparkan pada latar belakang masalah, prinsip transparansi tidak diterapkan
dengan baik oleh bank pada restrukturisasi kredit berdasarkan POJK Stimulus
Dampak COVID-19. Wujud dari prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah
pemberian informasi mengenai produk dan/atau layanan bank dengan lengkap,
jelas dan akurat terkait restrukturisasi kredit berdasarkan POJK Stimulus
Dampak COVID-19. Bank wajib menerapkan prinsip transparansi meskipun
POJK Stimulus Dampak COVID-19 tidak mengatur kewajiban bank untuk
melakukan hal tersebut. Bank dalam operasionalnya didasarkan pada hubungan
non-kontraktual yaitu hubungan kepercayaan yang menjiwai relasi antara bank
dengan nasabah. Jika prinsip transparansi tidak dilaksanakan maka kepercayaan
akan hilang yang berakibat kepada kerugian dari bank itu sendiri. Prinsip
transparansi dalam pemberian informasi terkait restrukturisasi kredit
berdasarkan POJK Stimulus Dampak COVID-19 harus dilakukan dengan baik,

sehingga nasabah memahami alasan yang jelas permohonannya diterima atau
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ditolak dan hak serta kewajibannya, sehingga tidak menimbulkan
kesalahpahaman ataupun merasa dirugikan oleh pihak bank.
. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran dalam penelitian ini bagi bank
adalah bank harus melaksanakan prinsip transparansi untuk kepentingan bank
itu sendiri. Prinsip transparansi dalam pemberian informasi perlu ditekankan
dalam pelaksanaan POJK Stimulus Dampak COVID-19. Saran bagi nasabah
adalah agar bisa melindungi dirinya sendiri dengan melakukan edukasi mandiri
seperti meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital sehingga menghindari

kesalahpahaman maupun kerugian di kemudian hari.
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